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BAB Il : TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI
Pada bab ini diuraikan mengenai Koperasi yang berisikan tentang
Pengertian dan Ketentuan Umum Koperasi, Landasan dan Asas
Koperasi, Tujuan, Fungsi dan Peran serta Prinsip Koperasi. Bentuk dan
Jenis Koperasi.

BAB III : KOPERASI SEBAGAlI BADAN HUKUM MERUPAKAN
HIMPUNAN ORANG.
Pada bab ini diuraikan mengenai Koperasi Sebagai Himpunan Orang
di Koperasi Pcgawai Negeri Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Belawan, diawali dengan Pengertian Koperasi sebagai Himpunan
Orang, Badan Hukum Koperasi, Anggaran Dasar Koperasi, Perangkat
Organisasi Koperasi, Pengelolaan Koperasi serta Peranan Pemerintah
Dalam Koperasi.

BAB IV : ASPEK HUKUM DALAM KOPERASI PEGAWAI NEGERI DI
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI BELAWAN.
Dalam bab ini merupakan Pembahasan Permasalahan Yuridis Dalam
Koperasi Pegawai Negeri di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Belawan, serta Solusi yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini
yakni mengenai Pendirian Koperasi sebagai Badan Hukum,
Permodalan Koperasi, Kemandirian Koperasi, serta Pembubaran dan

Penyelesaian Koperasi.
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meningkatakan pelayanan kepada anggotanya, koperasi simpan pinjam dan unit
simpan pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam seperti
koperasi cabang, koperasi cabang pembantu dan koperasi kantor kas. Pengelolaan
unit simpan pinjam dilakukan oleh pengurus. Pengelolaan unit simpan pinjam
dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam
dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan,
koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan
unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan
tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau
anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya dan
koperasi lain. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit
simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat
dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan
pinjaman.

Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan
pinjam dilakukan oleh menteri dan untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang
sehat, menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-
hatian usaha koperasi. Dan yang terakhir adalah bahwa koperasi simpan pinjam
dan unit simpan pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan
laporan berkala dan tahunan kepada menteri.

Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti Pegawai
Negeri Sipil, TNI/Polri, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis
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Koperasi pegawai negeri di kantor pelayanan Bea dan Cukai Belawan
adalah koperasi yang juga memberikan pelayanan koperasi simpan pinjam kepada
anggotanya, calon anggotanya dan koperasi lain sesuai ketentuan yang berlaku
berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Penjenisan koperasi dapat ditinjau dan berbagai sudut pendekatan dalam
tulisan ini penulis tidak secara luas membahas satu persatu dari penjenisan
kopersi, hanya secara gambaran umum saja, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan
sejarah timbulnya gerakan koperasi, yaitu :
a. Koperasi konsumsi
b. Koperasi kredit
c. Koperasi produksi
d. Koperasi jasa
e. Koperasi pemasaran
2, Berdasarkan golongan fungsional, yaitu ;
a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
b. Koperasi Angkatan Darat
c. Koperasi Angkatan Laut
d. Koperasi Angkatan Udara
e. Koperasi Angkatan Kepolisian
f. Koperasi Pensiunan
g. Koperasi Karyawan

h. Koperasi Sekolah
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Yayasan juga menjalankan usahanya bersama-sama tetapi terdapat
pemisahan kekayaan orang-perorangan merupakan milik pribadi pendiri yayasan
yang bersangkutan, tetapi kemudian dengan telah dipisahkan olehnya dari harta
kekayaannya pribadi dan dimaksudkan dalam yayasan maka harta ini menjadilah
sepenuhnya harta kekayaan yayasan yang tidak bebas lagi di pergunakan oleh

orang-perorangan yang bersangkutan.

B. Badan Hukum Koperasi
| Dengan mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992, disebutkan
persyaratan pembentukan koperasi, Pasal 6 :
1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang
2. Koperasi sckunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Dalam penjelasan ayat (1) dijelaskan bahwa persyaratan ini dimaksudkan
untuk menjaga kelayakkan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-seorang
pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan
mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Orang atau manusia dalam hukum diklasifikasikan sebagai subjek hukum
karena sejak didalam kandungan hingga meninggal dunia dia mempunyai hak dan
secara bersamaan dia juga mempunyai kewajiban dalam arti memiliki hak dan
tanggung jawab dalam hukum. Dari sudut pandang hukum, yang dapat
diklasifikasikan sebagai orang adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum
diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum itu sengaja dibuat atau

didirikan untuk maksud tertentu yakni dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang
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Untuk dapat ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan

Jabatan Notaris

b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang

perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Apabila suatu koperasi sudah merupakan suatu badan hukum, maka
koperasi sebagai subjek hukum, karena itu koperasi dapat bertindak dan
berwenang untuk melakukan perikatan atau badan hukum pribadi dan dapat pula
dituntut atau dikenakan sanksi hukuman, sehingga bagi orang-perorangan atau
badan hukum lainnya yang hendak membuat hubungan hukum dengan badan
hukum koperasi tersebut menjadi jelas untuk mendudukan posisinya atau
kepentingannya dalam berhubungan dengan badan hukum usaha koperasi
tersebut.

Berdasarkan undang-undang No 12 tahun 1967 dan undang-undang No 25
tahun 1992 koperasi dalam mendapatkan status badan hukumnya memerlukan
lembaga yang melakukan pengesahan akte koperasi tersebut. Jika ditinjau kembali
menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1967 Pasal 18 ayat 3 tentang
perkoperasian yang melakukan pengesahan status badan hukum koperasi adalah
menteri koperasi. Setelah undang-undang tersebut dicabut dengan undang-undang
No 25 Tahun 1992 Pasal 9 tentang pokok-pokok perkoperasian maka diatur
kembali bahwa yang melakukan pengesahan status badan hukum adalah

pemerintah. Tetapi pada kenyataannya dalam praktek sekarang ini tetap dilakukan
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oleh Menteri Koperasi, berbeda halnya dengan PT (Perseroan Terbatas) yang
mengesahkan status badan hukumnya adalah Menteri Hukum dan HAM. Padahal
PT selalu bergerak dibidang perdagangan, sehingga jika diikuti dari ketentuan
koperasi yang menetapkan badan hukumnya seharusnya adalah Menteri
Perindustiran Dan Perdagangan. Dengan alasan diatas maka sebaiknya
pengesahan badan hukum koperasi tersebut tetap dilakukan oleh Menteri
Kehakiman (sekarang menteri Hukum dan HAM), Apalagi sekarang ini dengan
keluarnya keputusan Menteri Koperasi dan UKM yaitu Kep.Men No.19 / Kep / M
/ 111 / 2000 yang hnay menunjuk beberapa orang notaris saja yang boleh membuat
akte Anggaran Dasar Koperasi yaitu Notaris Pembuat Akte Notaris. Dalam rangka
meningkatkan dan menetapkan kemampuan koperasi untuk menjadi badan usaha
yang sehat, tangguh dan mandiri maka koperasi perlu memiliki kelembagaan
yang mantap dan usaha yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi dan
peranannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.Undang-undang No 25 tahun 1992 dipergunakan sebagai
dasar penyusunan pedoman kelembagaan dan usaha koperasi. Tujuan
kelembagaan dan usaha koperasi adalah untuk menyamakan persepsi pola
pemberdayaan, pemantapan dan pengembagan koperasi, bagi pejabat, instansi
terkait, gerakan koperasi dan masyarakat sesuai dengan perubahan lingkungan
stratégis yang dihadapi oleh koperasi. Perubahan anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga sebelum koperasi berstatus badan hukum atau disebut dengan badan
hukum tidak sempurna, pada prinsipnya terbuka untuk diubah atau ditambah

sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga perubahan terhadap anggaran dasar dan
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wewenangnya ada pada Rapat Anggota dan inilah yang disebut dengan badan

hukum sempuma (Volkomen Recht Persaoon).

Tahapan pendirian koperasi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan
dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Paré pegawai kantor tersebut mempunyai keinginan / cita-cita dan tujuan yang
sama melalui perwakilan atau yang sering disebut pemrakarsa, menghubungi
Kantor Dinas Koperasi Kota Belawan, untuk mendapatkan penjelasan awal
mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi.

2. Selanjutnya, pemrakarsa mengajukan proposal (gambaran umum) yang berisi
tentang potensi ekonomi anggota, jenis usaha yang akan dikembangkan, dasar
pembentukan koperasi, dan sekaligus mengajukan permohonan ke Pejabat
Kantor Koperasi, dalam rangka mempersiapkan rancangan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) koperasi yang akan didirikan.

3. Atas dasar permohonan, pejabat Kantor Koperasi memberikan penyuluhan,
yang intinya antara lain berisi tentang pengertian koperasi, tujuan dan manfaat
berkoperasi, hak dan kewajiban anggota dan peraturan-peraturan lainnya.

4. Penyuluhan dan rapat pembentukan koperasi, dihadiri minimal 20 (dua puluh)
orang calon-calon anggota koperasi (para pegawai kantor) Rapat pembentukan
koperasi ini dipimpin oleh pemrakarsa yang didampingi oleh pejabat Kantor
Koperasi, dengan materi antara lain :

a. Kesepakatan pembentukan koperasi.
b. Pembahasan dan pengesahan AD-ART koperasi.

c. Penetapan pendiri koperasi
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d. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi

e. Dan hal lain yang dianggap perlu

f. Sejak rapat pembentukan tersebut, koperasi telah dapat menjalankan
aktivitas usahanya, antara lain ;

1. Anggota membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan
lainnya.

2. Pengurus menyelenggarakan administrasi organisasi, usaha, dan
keuangan koperasi.

3. Pengurus mulai melaksanakan kegiatan usaha atau pelayanan kepada
anggota, sesuai dengan bidang usaha yang telah disepakati untuk
dikembangkan koperasi.

4. Pengurus mengajukan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan
hukum ke Kantor Koperasi setempat. Permohonan tersebut dibuat
rangkap 3 (tiga) dan yang aslinya diberi materai secukupnya, disertai
lampiran :

a. Akta pendirian dan AD-ART koperasi.

b. Berita Acara rapat pembentukan koperasi.

c. Daftar hadir rapat pembentukan koperasi.

d. Neraca awal koperasi atau surat pernyataan pengurus, bahwa
anggota telah membayar simpanan-simpanan yang telah
ditetapkan.

e. Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi.

f. Daftar riwayat hidup masing-masing pengurus dan pengawas.
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Rapat anggota juga diartikan sebagai institusi, karena telah melembaga dalam

organisasi koperasi, dan pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar

koperasi.

Rapat anggota mempunyai fungsi, wewenang, tata tertib dan aturan main yang

ketentuannya bersifat mengikat semua pihak yang terkait.

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 telah diatur ketentuan tentang

rapat anggota, yakni :

Pasal 22 :

(1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

(2) Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam
Anggaran Dasar.

Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi

mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dan berwibawa dan menjadi

sumber dari segala tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi

koperasi.

Oleh karena itu, kekuatan hukum rapat anggota menjamin segala perbuatan

dan akibat hukum, yang dilakukan oleh para pengelola sebagai pemegang

mandat dari anggota dalam hubungannya dengan anggota dan pihak lain

maupun badan usaha lain.

Pelaksanaan rapat anggota di Koperasi Pegawai Negeri pada Kantor

Pelayanan Bea Dan Cakai Cukai Belawan, diadakan 1 (satu) tahun sekali,

diakhiri tahun tutup buku, biasanya waktu disesuaikan dengan keluangan

waktu para pegawai dengan volume pekerjaan di kantor, yang diadakan pada
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Mengenai tugas dan wewenang pengurus telah dijelaskan dalam Undang —

Undang No.25 Tahun 1992, yakni :

(1) Pengurus bertugas :

a.

b.

€.

Mengelola koperasi dan usahanya;

Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana
anggaran pendapatan dan belanja koperasi;

Menyelenggarakan rapat anggota;

Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang :

a.

b.

Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan;

Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta
memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar;

Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan
koperasi sesuai dengan tanggung jawabannya dan keputusan rapat

anggota.

Sebagai perangkat organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan

tindakan dan upaya hukum dan untuk atas nama koperasi yang bersangkutan.

Pengurus bertanggugjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi

dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.
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Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan
tahunan, merupakan penerimaan pertanggung jawaban pengurus oleh rapat
anggota. Berarti pula, membebaskan pengurus dari pertanggung jawabannya
pada tahun buku yang bersangkutan.

Dikoperasi Pegawai Negeri Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan, para
pengurus dipilih langsung oleh para pegawainya dalam rapat anggota, dan
pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, yang berlangsung
secara aklamasi menunjuk dan mengangkat pengurus. Dalam hal ini tidak
melihat dari sudut pangkat dan jabatan seorang pegawai. Pada umumnya
pengurus dipilih dikarenakan oleh yang dapat dipercaya oleh pegawai itu
sendiri. Walaupun demikian, masih ada kesan, kalau orang yang akan duduk
dipengurus kopersi merupakan orang yang dekat dengan pimpinan (Kepala

Kantor).

3. Pengawas
Pengawas juga merupakan perangkat koperasi yang dipilih oleh anggota
koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung-jawab kepada rapat
anggota. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas
ditetapkan dalam anggaran dasar.
Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus,
sebab kedudukan dan tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas

kepengurusan yang dilakukan oleh para pengawas.
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3. Karena koperasi dikontrol secara demokratik oleh para anggotanya sebagai
pemilik, maka pengurus harus mempunyai kemampuan politik untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, misalnya adanya konflik antara
kepentingan anggota.

Berkaitan dengan pengelolaan koperasi, di Kantor Pelayanan Bea Dan
Cukai Belawan, tidak mencampur adukakan antara urusan koperasi dengan tugas-
tugas pekerjaan rutin kantor sehari-hari.

Para pengurus telah menempatkan orang dari luar yang bukan pegawai
dikantor, yang diberikan kepercayaan untuk mengelola usaha koperasi. Para
pengurus koperasi di kantor tersebut membuat surat perjanjian kerja dengan para
pengelola koperasi, yang telah menetapkan pola dan system bagi hasil yang saling
menguntungkan.

Pengelolaan usaha koperasi dikantor tersebut menitik beratkan dibidang
usaha barang dan pinjaman. Untuk keperluan alat-alat tulis kantor dan foto kopi,
pengelola koperasi telah menyediakan sebuah tempat atau kios yang berukuran 3
x 4 meter yang terletak tidak jauh dari ruang kerja para pegawai kantor tersebut.
Kantor menyediakan kios sarana dan keperluan lainnya guna kepentingan para
anggotanya.

Sedangkan dalam bidang pemberian pinjaman, hanya diperuntukkan untuk
para anggota koperasi di kantor tersebut (para pegawai). Yang dibuat dalam suatu
surat perjanjian pinjam meminjam. Dalam hal meminjam, para pegawai mengisi
surat permohonan pinjaman yang ditujukan kepada para pengurus, sedangkan

untuk pengembaliannnya telah ditentukan bahwa pembayaran dilakukan melalui
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Keadaan seperti ini tidak membuat koperasi memiliki fundametal yang
kokoh dalam pertumbuhannya, tetapi lahir dengan ketergantungan dan cenderung
tidak serius melaksanakan aktivitasnya, hal yang demikian merupakan fenomena
umum yang terjadi beberapa dekade sampai sekarang ini, lebih-lebih bila kita
perhatikan adanya pergeseran paradigma usaha koperasi dari koperasi produsen
kearah koperasi konsumen dan distribusi, serta adanya perubahan tuntutan
masyarakat dalam berkoperasi.

Maka pemerintah menetapkan kebijakan baru dengan memberlakukan
Inpres Nomor 18 Tahun 1998, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan
wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas
usahanya tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Inpres tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok
masyarakat pra koperasi yang selama ini kurang diperhatikan, dapat membentuk
koperasi apabila dinilai sudah layak. Inpres ini juga memberikan kebebasan
kepada masyarakat untuk masuk menjadi anggota pada beberapa koperasi sesuai
dengan kepentingannya.

Sejak terbitnya Inpres ini, dalam waktu beberapa tahun terakhir sudah
tumbuh koperasi-koperasi baru dengan berbagai jenis dan aktivitas usaha baik

diperkantoran maupun dipedesaan.
Pemusatan kekuatan ekonomi atau penguasaan asset nasional pada

sekelompok masyarakat tertentu dalam berbagai monopoli, dan oligopoli telah
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab demi bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1.

B

Pendirian koperasi sebagai badan hukum di Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai
Belawan ternyata tidak semuanya melalui proses dan prosedur dengan aturan
main yang telah ditctapkan, bahkan cenderung meng’akali” peraturan
perundang-undangan yang berluka, Koperasi sobagni badan asnha yang,
berbadan hukum, masih banyak terdapat kelemahan dan celah—celah hukum
yang perlu diperbaiki dikemudian hari.

Modal dalam koperasi merupakan faktor penting dalam  menjalankan
usahanya. Dalam perkembagannya modal mengarah pada penekanan kepada
nilai, daya beli atau kekuasaan. Dan pada kenyataannya sekarang ini, sumber
permodalan dari keanggotaannya sangat sulit diharapkan, karena keterbatasan
kemampuan anggotanya. Begitu juga untuk mendapatkan modal dari luar,
justru tidak semudah yang diharapkan. Sehingga koperasi berjalan ditempat

dikarenakan alasan klasik, yakni “modal”

UNIVERPEEAS MERAM YR iAzha yang berbadan hukum, dimana para anggotanya
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koperasi itu sendiri yang mempunyai peranan dan kepentingan pribadi
lainnya, bahkan yang datang dari pemerintah, yang seharusnya memberikan
pelayanan dan pembinaan terhadap kelangsungan koperasi. Tapi pada
kenyataannya kopersi tidak dapat berdikari, selalu adanya campur tangan dari
pihak luar.

4. Kopersi dalam perjalanan atau perkembangannya antara yuridis dan praktis
masih jauh dari yang diinginkan banyak faktor kelemahan yang harus
diperbaiki, secara sosiologis koperasi kurang mendapat tempat dan prioritas
utama, hal ini dikarenakan rasa keadilan sosial di masyarakat. Koperasi yang
bermasalah menurut pandangan masyarakat belum tentu bersalah dalam
kacamata hukum. Sehingga jarang ada koperasi yang dibubarkan, baik secara
rapat anggota maupun secara keputusan pemerintah. Hal ini dikarenakan
repotnya dan bertele-tele birokrasi yang dijalani dalam penyelesaian

pembubaran koperasi.
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